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Aditya Maulana. Maret 2024. TUNTUTAN NAFKAH IDDAH DAN MUT’AH
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Nafkah iddah dan mut’ah adalah hak-hak perempuan setelah terjadinya
perceraian, nafkah iddah diberikan oleh bekas suami kepada istri selama masa
iddah sesuai dengan kemampuan dan penghasilan bekas suami, mut’ah dapat
berupa uang dan juga benda sesuai dengan kesepakatan antara bekas suami dan istri.
Ketentuan pemberian nafkah iddah dan mut’ah diatur dalam hukum Islam yang
berlaku secara positif di Indonesia yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun Peraturan-peraturan
tersebut hanya mengatur kewajiban suami untuk memberi nafkah iddah dan mut’ah
kepada istri setelah perceraian yang disebabkan oleh talak, tidak diatur pemberian
nafkah iddah dan mut’ah pada perkara perceraian yang diajukan oleh istri atau cerai
gugat. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) Apakah isteri
dalam perkara cerai gugat berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut’ah menurut
hukum Islam yang berlaku secara positif di Indonesia? 2) Apakah terdapat
perbedaan dalam pembebanan nafkah iddah dan mut’ah pada perkara cerai gugat
sebelum dan sesudah Perma Nomor 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama
Banjarmasin Kelas [A?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris atau applied
law research dengan tipe penelitian hukum penggabungan dari penelitian hukum
normatif dan empiris yaitu mengkaji mengenai sistem norma peraturan perundang-
undangan di dalam hukum positif Indonesia yakni Perma Nomor 3 Tahun 2017
namun juga dengan mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem
norma itu bekerja dan diterapkan di dalam masyarakat dalam hal ini adalah pada
Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas [A. Sifat penelitian ini adalah preskriptif,
dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang atau
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).
Untuk menganalisis isu hukum yang diangkat, menggunakan sumber bahan hukum
primer maupun bahan hukum sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui
wawancara dengan narasumber, studi kepustakaan dan studi dokumen. Bahan
hukum yang telah didapatkan kemudian dianalisis melalui analisis bahan hukum
primer dan sekunder secara normatif dengan pendekatan-pendekatan sesuai dengan
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rumusan masalah dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif atau kuantitatif yang
bersifat preskriptif sesuai dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Hasil dari penelitian ini adalah dalam hukum Islam yang berlaku secara positif di
Indonesia seperti dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga KHI tidak
secara jelas mengatur mengenai pemberian nafkah iddah dan mut’ah dalam perkara
cerai gugat, pemberian nafkah iddah dan mut’ah hanya diatur dalam perkara cerai
talak saja. Kemudian untuk memenuhi hak-hak perempuan yang tidak didapat pada
perkara cerai gugat, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017
tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum sebagai
penegasan bahwa perempuan dan laki-laki sama di mata hukum dan harus
diperlakukan tanpa adanya diskriminasi. Perma tersebut dikuatkan dengan
dikeluarkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan
Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada rumusan kamar agama salah satunya
mengatur tentang pemberian nafkah iddah dan mut’ah dalam perkara cerai gugat
dengan syarat istri tidak terbukti nusyuz. Istri yang telah mengabdi kepada suami
dalam rumah tangga selama bertahun-tahun juga berhak mendapatkan nafkah
setelah terjadinya perceraian tidak dilihat dari perkara cerai talak saja melainkan
dalam cerai gugat juga.

Tuntutan nafkah iddah dan mut’ah pada perkara cerai gugat sebelum Perma nomor
3 tahun 2017 di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA pada tahun 2015 hingga
2017 sangat jarang ditemukan, kebanyakan istri hanya meminta untuk berpisah saja
atau setidaknya menuntut untuk diberikan hak asuh dan juga nafkah anak tanpa
menuntut untuk diberikan nafkah iddah dan mut’ah. Setelah adanya Perma Nomor
3 Tahun 2017 dan juga ditambah dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, di
Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas [A tuntutan nafkah iddah dan mut’ah
ternyata masing jarang ditemui dalam perkara cerai gugat sehingga diterbitkannya
kebijakan  Direktur  Jenderal Badan Peradilan Agama  Nomor

1960/DJA/HK.00/6/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan
Anak Pasca Perceraian, sebagai upaya untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak
tersebut dengan pemberian informasi mengenai hak-hak perempuan pada semua
media informasi yang disediakan oleh pengadilan. setelah adanya penyebaran
informasi mengenai hak-hak perempuan setelah perceraian tersebut, tuntutan
nafkah iddah dan mut’ah dalam perkara cerai gugat lebih banyak ditemukan
berdasarkan data-data yang didapatkan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya
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ABSTRAK

Aditya Maulana. Maret 2024. TUNTUTAN NAFKAH IDDAH DAN MUT’AH
TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT BERDASARKAN PERMA NO. 3
TAHUN 2017 DI PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS IA.
Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas

Lambung Mangkurat, 77 halaman. Pembimbing: Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.

Nafkah iddah dan mut’ah adalah hak-hak perempuan yang didapatkan setelah
terjadinya perceraian, namun dalam hukum positif di Indonesia hanya mengatur
pemberian nafkah iddah dan mut’ah pada perkara cerai talak saja. Rumusan
masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) Apakah isteri dalam perkara
cerai gugat berhak mendapatkan natkah iddah dan mut’ah menurut hukum Islam
yang berlaku secara positif di Indonesia? 2) Apakah terdapat perbedaan dalam
pembebanan nafkah iddah dan mut’ah pada perkara cerai gugat sebelum dan
sesudah Perma Nomor 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas [A?
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan
pendekatan undang-undang atau perundang-undangan dan pendekatan kasus
melalui analisis sumber bahan hukum primer dan sekunder secara normatif dan
secara kualitatif atau kuantitatif berdasarkan data yang diperoleh.

Hasil dari penelitian ini adalah pemberian natkah iddah dan mut’ah tidak diatur
dalam hukum Islam yang berlaku secara positif di Indonesia, namun sejak
dikeluarkannya Perma Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018
kemudian diatur bahwa istri dapat diberikan nafkah iddah dan mut’ah pada perkara
cerai gugat dengan syarat tidak terbukti nusyuz. Tuntutan natkah iddah dan mut’ah
pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA sangat jarang
ditemukan dari sebelum adanya Perma Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 3
Tahun 2018, sampai setelah adanya Perma Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor
3 Tahun 2018 pun masing jarang ditemui, hingga diterbitkannya kebijakan Direktur
Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 1960/DJA/HK.00/6/2021 tentang
Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, sebagai
upaya untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak tersebut dengan pemberian
informasi mengenai hak-hak perempuan pada semua media informasi yang
disediakan oleh pengadilan. Setelah adanya kebijakan tersebut, pada tahun 2022-
2023 tuntutan nafkah iddah dan mut’ah di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas
IA menjadi lebih lebih banyak ditemukan berdasarkan data-data yang didapatkan,
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Kata kunci (keyword): perceraian, nafkah iddah, mut’ah
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